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Gala merupakan salah satu transaksi tanah dalam masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang dibuat oleh para pihak
dan disaksikan Kepala Desa. Permasalahan yang timbul dalam melakukan perjanjian gala ialah pada saat pembayarannya
menggunakan emas akan tetapi dalam penebusannya menggunakan uang, dengan jangka waktu penebusan yang tidak sesuai dengan
perjanjian. 
Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan antara lain:  proses perjanjian gala tanah sawah dalam masyarakat
adat, jenis perjanjian gala tanah sawah dalam masyarakat adat, dan proses penyelesaian perselisihan gala tanah sawah dalam
masyarakat adat di Mukim Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya
Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui
wawancara dengan responden. Data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perjanjian gala mulai terjadi pada saat si pemberi gala membutuhkan akan uang,
dengan mendatangi dan menawarkan objek gala yang akan digalakan. Apabila sepakat maka pemberi gala mendatangi keuchik
untuk dibuatkan surat perjanjian gala. Jenis perjanjian gala tanah sawah dalam masyarakat adat terdiri dari dua macam yaitu
perjanjian gala jangka waktu dan perjanjian gala dengan batas sampai penebusan. Apabila terjadi perselisihan, maka dapat
diselesaikan secara bertahap, dimulai dengan musyawarah secara kekeluargaan, selanjutnya tingkat gampong yang melibatkan
Kepala Desa, dan penyelesaian tingkat imum mukim dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat adat.
Disarankan kepada keuchik khususnya di Mukim Guhang, dalam perjanjian gala tanah tidak dilakukan dengan lisan, dikarenakan
akan menyulitkan pada waktu adanya perselisihan. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu sekiranya mengeluarkan
Qanun yang mengatur tentang gala tanah, supaya dalam masyarakat adat bisa menjaga ketertiban ditengah masyarakat. kepada
pemberi dan penerima gala dalam menyelesaikan perselisihan sebaiknya di selesaikan secara kekeluargaan saja. Apabila tidak
menemui kata sepakat baru di selesaikan dengan tahapan penyelesaian pada tingkat keuchik dan penyelesaian melalui peradilan
mukim.
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